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PUTUSAN
Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Bjm
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 02 November 1995,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Alalak
Selatan, Rt. 03, Rw. 01, (samping Gang Sebumi Rumah
A.N Bunga), Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan
Banjarmasin  Utara, Kota  Banjarmasin, sebagai

Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 18 Juni 1991, agama Islam,
pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Handil Bakti,
Komplek Bakti Karya, No. 49 Blok C, Rt. 33, Kelurahan
Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito

Kuala sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2022
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Bjm,
tanggal 26 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Desember 2016, dan dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Banjarmasin Utara, Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 786/24/XI11/2016
tanggal 7 Desember 2016, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus
tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik
talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana
tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Jalan Handil Bakti hingga berpisabh;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak
yang bernama -, lahir di Banjarmasin tanggal 1 September 2017;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017, ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat goyah yang disebabkan oleh Tergugat
tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak sehingga
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu ditanggung oleh orang tua
Tergugat, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka mengkonsumsi
obat-obatan terlarang;

6. Bahwa Tergugat memiliki sikap yang tidak mau terbuka kepada
Penggugat dalam hal apapun dan Tergugat merasa paling benar dan tidak
pernah mau mendengarkan nasehat Penggugat, Hal ini membuat
Penggugat merasa tidak tentram hidup bersama Tergugat;

7. Bahwa apabila terjadi perselisinan dan pertengkaran disebabkan Tergugat
suka mabuk-mabukan, Tergugat suka menkhayal sendiri, dan Tergugat
memiliki penyakit saraf yang mana hal ini sering membuat Tergugat tidak
sadarkan diri dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat
Penggugat dan keluarga malu;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018, dimana akibat dari perselisihan dan
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pertengkaran yang terus menerus tersebut diatas Penggugat meninggalkan
tempat kediaman, sampai sekarang sudah berjalan selama 3 tahun lebih
dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara
Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu pula
belum ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Banjarmasin, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap
Penggugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsider:
Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor
179/Pdt.G/2022/PA.Bjm, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalii Penggugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti berupa:
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A. Surat:
1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama
PENGGUGAT, NIK. 6371044211950012, vyang dikeluarkan oleh
Pemerintah  Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan
cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 786/24/XI1/2016
tanggal 7 Desember 2016, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, bermeterai
cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

B. Saksi:
1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir, Jakarta, 21 November 1966, agama
Islam, pekerjaan buruh, beralamat di jalan Alalak Selatan RT 003 RW 001

Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang
menikah pada tahun 2016 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan
Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
perselisihan suami isteri karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan
suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa sejak Maret tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat telah
hidup berpisah hingga sekarang sudah lebih 3 tahun lebih;
- Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat
tidak pernah saling berhubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2,tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 09 Mei 1985, agama
Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Landihung RT 002 RW
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002 NO 98 Kelurahan Beringin s Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang
menikah pada tahun 2016 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan
Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
perselisihan suami isteri karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan
suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa sejak Maret tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat telah
hidup berpisah hingga sekarang sudah lebih 3 tahun lebih dan
Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat
tidak pernah saling berhubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Bjm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
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dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan
akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili
diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama banjarmasin, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal
1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat
dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8
Oktober 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal
285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum
memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi
syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat sendiri
dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum
memberikan keterangannya telah disumpabh terlebih dahulu, sehingga memenuhi
syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang
dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalii yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan
dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2. dan keterangan saksi-

saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan
Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 5 Desember
2016;
- Bahwa pada mulanya rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun
2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran suami isteri;
- Bahwa penyebab adalah
tersebut disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan suka
mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa pada bulan Maret
2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang
memuncak, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga
sekarang sudah lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama hidup berpisah
tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berhubungan
lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri, kemudian
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pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) tahun, maka hal tersebut
menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26
Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang
menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri
adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya selama hidup berpisah dari 3
(tiga) tahun tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling
berhubungan lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan
antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik
serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk
mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai,
maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada
harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang tidak dapat lagi
untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan
Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut
telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat
dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan,
yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah,
sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur’an surah ar-Ruum ayat 21,
sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena
hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, isteri dan anak
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mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari
kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang
terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut ;

Menimbang, = bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di
atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan
sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka
gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan
talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum
amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
dan perubahanbb kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini sejumlah Rp Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Rakhmat
Hidayat HS, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahalli, S.H., M.H dan
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Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Hij. Lelli Mariati, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. Mahalli, S.H., M.H Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I
Panitera Pengganti,

Hj. Lelli Mariati, S.H., M.Hum

Perincian biaya :
1 Pendaftaran Rp  30.000,00

2. Proses Rp  75.000,00

3. Panggilan Rp 570.000,00

4 Redaksi Rp  10.000,00

5. Meterai Rp  10.000,00
Jumlah Rp 695.000,00

('enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )
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